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1 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, 

HIPOTESIS 

1.1 Tinjauan Pustaka 

1.1.1 Penagihan Pajak 

1.1.1.1 Pengertian Pajak   

Pengertian pajak dan pandangan dari para ahli dalam bidang tersebut 

memberikan berbagai definisi tentang pajak, tetapi mempunyai dasar tujuan yang 

sama.  

Untuk lebih jelasnya dan untuk mendapatkan pemahan lebih mengenai 

pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut : 

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana 

Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009  

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2016:3).  
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c. Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, guru besar “Hukum Pajak” 

Universitas Amsterdam yang dikutip kembali oleh Pandiangan 

(2014:3)  

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-

undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjukan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk 

menyelengarakan pemerintahan.  

 Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

yang melekat dalam pengertiannya sebagai berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada rakyat  

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang  

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya.  

3. Tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah.  

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

5. Secara khusus, undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak 

adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan)  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran terutang yang wajib 

dibayarkan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa 
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dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan bertujuan untuk membiayai 

rumah tangga negara.  

 Menurut Rosdiana (2012:26) pajak dalam paradigma kontemporer dalam 

wancana terakhir khususnya dalam Kongres Pajak sedunia pada bulan September 

2005 di Buenos Aires, Argentina, terdapat pergeseran paradigm dalam 

mendefinisikan pajak. Beberapa point penting diantaranya :  

1. Pajak tidak boleh memaksa, karena pada prinsipsnya, pajak merupakan wujud 

kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap negara. Model 

pemungutan pajak tidak boleh mamaksa., sehingga definisi pajak menjadi lebih 

netral dan tidak berkonotasi negative (untuk membedakan negara merdeka dan 

negara yang masih terjajah yang harus mrmbayar pajak pada negara yang 

menjajah).  

2. Pajak harus dikembalikan kepada masyarkat, sehingga seharunya hasil 

penjerimaan pajak tidak boleh digunakan untuk membayar utang atau menutup 

deficit angaran.  

3. Pembayar pajak mendapat benefit, terutama dari akses pemerintah, baik akses 

infomasi maupun akses ekonomi.  

4. Pajak juga memiliki pengukuran benefit, misalnya secara transparan pemerintah 

menunjukan bahwa hasil pajak digunakan untuk membangun infrastuktur, 

subsidi pendidikan dan sebaginya.  

1.1.1.2 Pengertian Penagihan Pajak 

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen 

diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan 

pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan 

penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan 

Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi 

yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaaanya 
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penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang – undangan yang 

berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun 

aparatur pajaknya. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung 

Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur 

atau rnemperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam 

surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 

peralihan perundang-undangan perpajakan. 

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan 

Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan 

pajak. 

Menurut Maulida (2018) penagihan pajak itu sendiri secara sederhana, 

penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung 

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa penagihan pajak 

adalah suatun tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak melalui fiskus 

untuk  melakukan tagihan kepada Wajib Pajak, dikarenakan Wajib Pajak tidak 

mematuhi peraturan perundang-undangan dan kewajibannya untuk melakukan 

pembayaran utang pajak sesuai tanggal jatuh tempo dengan menerbitkan 

pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.   
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1.1.1.3 Jenis Penagihan Pajak  

Menurut Direktorat Jendral Pajak dalam website resminya memaparkan 

bahwa jenis penagihan pajak dibagi dua, yaitu : 

1. Penagihan Pasif 

Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan 

Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, 

fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. 

Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib 

pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan 

aktif. 

2. Penagihan Aktif 

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan 

kelanjutan dari penagihan pasif. dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita 

Pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. 

1.1.1.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

Menurut Ensiklopedia Kementrian Keuangan (Haq, 2015) :  

a . Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak untuk: 

a) Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita 

Pajak. 

b) Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan. 

c) Menentukan urutan barang yang akan dilelang. 

Diberi kesempatan terakhir sebelum pelaksanaan lelang untuk melunasi 

utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang, dan 

melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

bersangkutan. 
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Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang 

pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang. 

b. Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak berkewajiban untuk : 

a) Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya: 

- memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat 

tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak; 

- memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. 

b) Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan. 

1.1.1.5 Pejabat dan Jurusita Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pejabat adalah pejabat yang berwenang 

mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah 

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga 

Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang 

diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penangguhan Pajak tidak 

melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan 

daerah. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 

penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan. Jurusita Pajak bertugas :  

a. melaksanakan surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;  

b. memberitahukan surat Paksa;  

c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan  

d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.  
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Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan 

kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung 

Pajak. 

1.1.1.6 Dasar penagihan pajak 

Dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2000 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Dasar dari penagihan pajak 

adalah besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah”.  

Sedangkan, menurut Pasal 12UU PBB menyebutkan dasar penagihan 

pajak adalah :  

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)  

b. Surat ketetapan pajak  

c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak. 

Pasal 46 ayat 1 PP Nomor 74 Tahun 2011 menjabarkan lebih lanjut yang 

merupakan dasar pengenaan pajak yang masih harus dibayar bertambah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang, Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang, Pasal 20 ayat (1) Undang-

Undang, Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang 

termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. 

Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang KUP mengatur bahwa atas jumlah pajak 

yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan 
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jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) 

dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

1.1.1.7 Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  

Menurut pasal 20 ayat 3 undang undang KUP mengatur bahwa Penagihan 

pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Menurut Herry Purwono (2010:51) penagihan pajak dilakukan denghna 

menerbitkan Surat Paksa Pajak dalam hal : 

a. Penanggung pajak tidak melunasi iutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan 

Surat Teguran atau Surat Peringatan atatu surat lainnya yang sejenis. 

b. Terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. 

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak  

Menurut Ensiklopedia Kementerian Keuangan (Haq, 2015) Tindakan 

penagihan pajak dimulai dari: 

1. Surat Teguran 

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat tujuh hari dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran Pajak. 

2. Surat Paksa 

Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, 

diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani 

biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus 

dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh 

Jurusita Pajak. 

3. Surat Sita 

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan 

oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan 
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penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan 

Penyitaan sebesar Rp 100.000. 

4. Lelang 

Dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari setelah tindakan penyitaan, 

utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang 

melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang disita, 

dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah pengumuman lelang. 

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar 

maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman 

lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan: Barang 

dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 tidak harus diumumkan melalui 

media massa. 

1.1.1.8 Penagihan Seketika Dan Sekaligus  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah 

tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada 

Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 

seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. 

Penagihan Seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :  

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau 

berniat untuk itu;  

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai 

dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau 

pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;  

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan 

usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 
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memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau 

melakukan perubahan bentuk lainnya;  

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau  

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat 

tanda-tanda kepailitan.  

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya 

memuat :  

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;  

b. besarnya utang pajak;  

c. perintah untuk membayar; dan  

d. saat pelunasan pajak.  

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum 

penerbitan Surat Paksa. 

1.1.1.9 Hak Mendahulu 

Menurut TMBooks (2015:63) negara sebagai kreditur preferen 

mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik 

penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum.  

Hak mendahulu menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang KUP 

mengatakan bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas 

barang-barang milik Penanggung Pajak.  

Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi :  

a. pokok pajak  

b. sanksi administrasi berupa :  

- bunga 
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- denda  

- kenaikan dan  

- biaya penagihan pajak. 

Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu 

lainnya, kecuali terhadap :  

 a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang 

suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;  

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/ atau 

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu 

warisan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa 

Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2009 dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka 

kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan 

pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau 

likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan 

harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Hak mendahulu 

hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat 

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 

Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu 

ditetapkan sebagai berikut: 

 a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka 

waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak 

pemberitahuan Surat Paksa; atau  
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b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran 

pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas 

akhir penundaan diberikan. 

1.1.1.10 Daluwarsa Penagihan 

Daluarsa penagihan menurut Herry Purwono (2010:52) dalursa penagihan 

adalah jangka waktu 5 tahun yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak untuk 

melakukan penagihan, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan 

pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan 

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. 

Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa hak untuk 

melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya 

penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 

penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali 

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh apabila:  

a. diterbitkan Surat Paksa;  

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak 

langsung;  

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau  

d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 
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Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) apabila:  

a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada 

Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai 

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa 

penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.  

b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan 

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal 

jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak 

dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran 

utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.  

c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib 

Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang 

dapat merugikan pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan 

pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. 

d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 

daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah 

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

 

1.1.2 Surat Paksa Pajak  

1.1.2.1 Pengertian Surat Paksa Pajak  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pasal 1 Ayat 13 Nomor 19 Tahun 1997 

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah 

membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
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Menurut Direktorat Jendral Pajak dalam website resminya menjelaskan 

bahwa, Surat Paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh 

tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Pasal 7 Ayat 2 Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Surat Paksa sekurang-kurangnya harus 

memuat : 

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;  

b. dasar penagihan;  

c. besarnya utang pajak; dan  

d. perintah untuk membayar. 

1.1.2.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa  

Undang-Undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur 

tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009  

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2000  

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan 

Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

85/PMK.03/2010  
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4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan 

Pelaksanaan Surat Paksa. 

1.1.2.3 Saat Penerbitan Surat Paksa Pajak  

Menurut  Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan 

bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :  

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan 

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;  

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; 

atau  

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

1.1.2.4 Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang surat paksa 

berbunyi sebagai berikut :  

1. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan 

Surat Paksa kepada Penanggung Pajak  

2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 

dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal 

pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan 

tempat pemberitahuan Surat Paksa. 

3. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:  

a. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang 

memungkinkan  



35 

 

 

 

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja  ditempat 

uasaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan 

tidak dapat dijumpai  

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta 

peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan 

belum dibagi  

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta  warisan 

telah dibagi.  

4. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak  kepada:  

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik 

modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal 

mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan  

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang 

bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a.  

5. dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan  kepada 

Hakim Komisaris atau Bali Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak 

dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang 

atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator. 

6. apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah 

Daerah setempat.   

 

1.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan 

1.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan  

Definisi penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) 

Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokan kepada pajak pusat, 
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bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan 

pajak. 

Sedangkan definisi penerimaan pajak menurut Chairil Anwar Pohan 

(2017:233) tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiyaan 

APBN yang sangat dominan. 

Menurut TMBooks (2015:146) Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis 

pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang 

bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak 

dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. PPh dikenakan terhadap subjek pajak 

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun 

pajak. 

Pajak penghasilan, yaitu salah satu penerimaan Negara yang berasal dari 

pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat 

yang dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional (Herry Purwono 2010:86).  

Pajak Penghasilan adalah pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek 

pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak (Mardiasmo, 2016:161). 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahaan Keempat atas 

Undang-Undng Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pengertian Pajak 

Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan merupakan 

penerimaan negara dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam suatu tahun pajak. 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa 

kali diubah dengan Undang-Undang:  
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a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);  

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);  

c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahaan Keempat atas 

Undang-Undng Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.  

 

1.1.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Yang menjadi subjek pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah:  

a. 1. orang pribadi;   

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;   

b. badan; dan  

c. bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap 

adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:  

a. tempat kedudukan manajemen;  

b. cabang perusahaan;  

c. kantor perwakilan;  
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d. gedung kantor;  

e. pabrik;  

f. bengkel;  

g. gudang;  

h. ruang untuk promosi dan penjualan; 

 i. pertambangan dan penggalian sumber alam;  

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;  

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;  

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang 

dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan;   

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;  

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau 

menanggung risiko di Indonesia; dan  

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau 

digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan 

kegiatan usaha melalui internet. 

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek 

pajak luar negeri.  

1. Subjek pajak dalam negri 

Menurut Diana (2014:121) subjek pajak dalam negri menjadi wajib pajak 

apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negri menjadi Wajib 
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Pajak sejak saat didirikan, stsu bertempat kedududakan di Indonesia. Subjek 

pajak dalam negeri terdiri atas :   

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia;   

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:  

 pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

 pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan  

 pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;  

d. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2. Subjek pajak luar negeri  

Menurut Diana (2014:121) subjek pajak luar negri baik orang pribadi maupun 

badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh 

pengahasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau 

memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. Subjek Pajak luar negri terdiri atas :   

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan  

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
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tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:  

a. kantor perwakilan negara asing;  

b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan 

di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik;  

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:  

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota; 

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada 

huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan 

usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia. 

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.  

1.1.3.3 Objek Pajak 

Menurut TMBooks (2015:153) objek pajak meliputi penghasilan, yaitu 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, 

baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 



41 

 

 

 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun.  

Menurut UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang menjadi 

objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:   

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-undang ini;   

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;   

c. laba usaha;   

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:   

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;   

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun;  

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 

kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan  

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak;   

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi;  

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;   

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;   

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;   

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;   

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;   

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;   

n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari 

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;   

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak;  

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;  
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r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan  

s. surplus Bank Indonesia. 

1.1.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan 

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 17 

tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah:   

a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan 

yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan 

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 

kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;  

b. warisan;  

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti 

penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau 

Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 

penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;  
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e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi bea siswa;   

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha 

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 

bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:  

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan   

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor; 

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai;   

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, 

dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;  

 j. dihapus;  

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:   
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1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan  

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;   

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;  

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

1.1.3.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena 

Pajak 

1.1.3.5.1 Dasar Pengenaan Pajak  

Untuk dapat menghitung PPh, kita harus mengetahui dasar pengenaan 

pajaknya. Pengenaan Pajak Penghasilan dibagi dalam 6 kelompok: 

1. PPh Pasal 21 

2. PPh Pasal 22 

3. PPh Pasal 23 

4. PPh Pasal 25 

5. PPh Pasal 26 

6. PPh Pasal 29 

Dasar pengenaan pajak dibagi menjadi 2, yaitu : 
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a. Penghasilan kena pajak (WP Badan) = penghasilan netto 

b. Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto – PTKP 

1.1.3.5.2 Cara Menghitung penghasilan Kena Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:171) perhitungan besarnya Penghasilan 

Netto bagi Wajib Pajak dalam negri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dilakukan 

dengan dua cara : 

1. Menggunakan pembukuan. 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

ataun pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Untuk 

mengitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Penghasilan Kena Pajak (WP orang pribadi)  

= Penghasilan netto – PTKP 

= (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP 

b. Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) 

= Penghasilan netto 

= Penghasilan netto - Biaya yang diperkenankan UU PPh 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 6 Nomor  36  Tahun 

2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

Tentang Pajak Penghasilan, Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto 

dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 

termasuk:  

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain:  

1. biaya pembelian bahan;   
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2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang;  

3. bunga, sewa, dan royalti;   

4. biaya perjalanan;  

5. biaya pengolahan limbah;   

6. premi asuransi;  

7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan;  

8. biaya administrasi; dan   

9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;   

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;  

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan;   

e. kerugian selisih kurs mata uang asing;  

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;  

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;  

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:  

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;   
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2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan  

3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan 

dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur 

bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;   

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;  

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; j. sumbangan dalam 

rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang 

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;  

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah;  

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; dan 

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.  

Menurut Mardiasmo (2016:176) apabila menghitung Penghasilan Kena 

Pajak-nya Wajib Pajak menggunakan Norma Penrhitungan Penghasilan Netto, 

besarnya penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya (persentase) 

Norma Perhitungan Penghasilan Netto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha 

atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.  
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Wajib Pajaak boleh menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto 

adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun. 

2. Mengajukan permohonan dalam jangkan waktu 3 (tiga) bulan pertama dari 

tahun buku.  

3. Menyelenggarakan pencatatan.  

1.1.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 

peraturan baru mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

ini dikeluarkan pada 27 Juni 2016 dan mulai berlaku sejak Juli 2016 bahwa : 

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi akan menjadi Rp 54,000,000 (lima puluh 

empat juta rupiah); 

2. Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp 4,500,000 

(empat juta lima ratus ribu rupiah); 

3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami sebesar Rp 54,000,000 (lima puluh empat juta rupiah); 

4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam 

garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp 4,500,000 (empat juta lima 

ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga. 

1.1.3.7 Tarif Pajak 

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negri  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  Tahun 2008 

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

Tentang Pajak Penghasilan, Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena 

Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:  

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf
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Tabel 1.1 

Tarif Pajak Menurut Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan  

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

 

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negri dapat 

diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

2. Wajib Pajak badan dalm negri dan bentuk usaha tetap  

Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua 

puluh delapan persen). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 

25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.  

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling 

sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor 

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu 

lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas 

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Besarnya bagian 

peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:  
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a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggota koperasi orang pribadi;  

b. penghasilan berupa hadiah undian;  

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan 

modal ventura;   

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; 

dan  

e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

1.1.3.8 Cara Pelunasan Pajak 

Wajib pajak dapat menghitung dan melunasi Pajak Penghasilan – nya 

dengan dua cara menurut Mardiasmo (2016:181) yaitu : 

1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam Masa Pajak yang 

meliputi : 

a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap Masa Pajak.  

b. Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga (orang 

pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang 

dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu: 

 Pemotongan PPh atas pajak penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

(PPh Pasal 21). 

 Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang 

kepada badan pemerintah (PPh Pasal 22). 

 Pemotongan PPh atas penghasilan dari mosal atau penggunaan harta oleh 

orang lain, jasa, hadiah dan penghargaan (PPh Pasal 23). 
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 Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negri (PPh Pasal 24). 

 Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak luar 

negeri (PPh Pasal 26). 

 Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposit dan tabungan-tabungan 

lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa 

efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta 

penghasilan tertentu lainnya (PPh Pasal 4 Ayat 2. Untuk PPh Pasal 4 ayat 

3 tidak dapat dikreditkan.  

2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun  

Penulasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara : 

a. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri 

jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi 

dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.  

b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak 

atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, 

apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar.  

 

1.2 Kerangka Pemikiran  

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, 

sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu 

official assesment system menjadi self assesment system. Dalam self assesment 

system, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam 

kenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak 

dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan 

tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.  
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak adalah serangkaian 

tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 

dengan menegur atau rnemperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.utang 

pajak dan biaya penagihan pajaknya. 

Dari Penagihan Pajak indikatornya adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Surat 

Tagihan Pajak dinyatakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak 

terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta  sarana menagih 

pajak. 

Sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nizar Rachman 

(2014) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan 

Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang) menyatakan 

bahwa fenomena penagihan pajak yaitu masih adanya wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Sumedang yang tidak taat membayar pajak dengan hal tersebut 

banyak wajib pajak yang diberi surat tagihan pajak (STP). 

Menurut (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) Surat Paksa Pajak adalah surat perintah 

membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.  

Dari Surat Paksa Pajak indikatornya adalah Utang Pajak Tidak Dilunasi 

Setelah Lewat Waktu 21 Hari Sejak Diterbitkan Surat Teguran dan Biaya 

Penagihan.  

Sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nizar Rachman 

(2014) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan 

Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang) menyatakan 

bahwa fenomena surat paksa yaitu ada wajib pajak orang pribadi yang sudah diberi 
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surat teguran karena belum juga melunasi hutang pajak tetapi tidak 

menghiraukannya, setelah dua kali tidak menghiraukan surat teguran lalu KPP 

Pratama Sumedang memberikan surat ketiga yaitu surat paksa setelah itu baru wajib 

pajak tersebut bersedia membayar utang pajaknya. 

Salah satu pajak yang berpotensi mengahasilkan penerimaan yang besar bagi 

negara, dilihat dari besarnya jumlah penduduk di Indonesia adalah Pajak 

Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan, dianggap paling tepat. Dalam 5 tahun 

terakhir, periode 2014 – 2018 penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. 

Peningkatan bisa terlihat dari penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak dan 

penerimaan dari pajak penghasilan (PPh).  

Definisi penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) 

Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokan kepada pajak pusat, 

bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan 

pajak. Dan menurut Mardiasmo (2016:161) pajak penghasilan adalah pengenaan 

pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan negara dari subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. 

Dari Penerimaan Pajak Penghasilan indikatornya adalah penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) dari subjek Pajak Penghasilan. 

Sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nizar Rachman 

(2014) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Terhadap 

Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang) 

menyatakan bahwa fenomena penerimaan pajak di KPP Pratama Sumedang pada 

tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami penurunan karena besarnya potensi wajib 

pajak yang tidak tertib membayar pajak, dan juga masih ada wajib pajak yang 

belum bayar dengan benar. 
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1. Keterkaitan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 

Konsep yang menghubungkan penagihan pajak dengan penerimaan pajak dalam 

penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) 

sebagai berikut, penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari law 

enforcement (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan 

penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu 

saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi 

dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. 

2. Keterkaitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak 

Konsep yang menghubungkan keterkaitan surat paksa terhadap penerimaan 

menurut pajak UU Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

sebagai berikut, Surat paksa digunakan untuk menagih wajib pajak yang 

menunggak pajak atau tidak membayar utang dan biaya penagihan pajak, apabila 

surat tersebut dipatuhi oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut membayar utang 

pajaknya otomatis akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nizar Rachman (2014) 

menyatakan kontribusi pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak 

adalah Sedang/Cukup dan kontribusi pengaruh Surat Paksa terhadap penerimaan 

pajak adalah tinggi. 

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dapat digunakan sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

           : Parsial 

           : Simultan  

 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan belum 

Surat Paksa Pajak  

Dengan indikator :  

Utang Pajak Tidak Dilunasi 

Setelah Lewat Waktu 21 Hari 

Sejak Diterbitkan Surat 

Teguran dan Biaya Penagihan 

Pajak 

 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan  

Dengan indikator :  

Penerimaan Pajak 

Penghasilan dari subjek 

Pajak Penghasilan 

Penagihan Pajak 

Dengan indikator :  

Surat Tagihan Pajak  (STP)  
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didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi, 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono, 2012:63) 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

H1 : Penagihan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan di KPP Pratama Tasikmalaya. 

H2 : Surat Paksa Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan di KPP Pratama Tasikmalaya. 

H3 : Penagihan pajak dan Surat Paksa Pajak berpengaruh secara simultan terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tasikmalaya.  
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